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ewasa ini pembangunan nasional

tengah menghadapi tantangan yang

amat berat karena berada pada
suasana krisis yang berkepanjangan. Krisis
ekonomi Indonesia pada awalnya dipengaruhi
oleh krisis moneter yang terjadi di Thailand
yang merambat pengaruhnya ke negara-negara
kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur seperti
Korea Selatan, Malaysia, Pilipina, Singapura
bahkan sekarang ini juga Jepang dan negara-
negara macan Asia lainnya. Efek infeksi
moneter (contagion effect) ini dihadapkan pada
ekonomi Indonesia mulai pertengahan 1997
yang ditandai dengan penurunan nilai tukar
rupiah.

Oleh karena penanganan krisis moneter
tidak secara hati-hati dilakukan pada saat awal,
krisis moneter ini telah menjalar secara lebih
kompleks hingga menyebabkan terjadinya
krisis-krisis dalam berbagai bidang kehidupan
yang semakin kompleks, termasuk dampaknya
terhadap pendidikan. Berawal dari krisis nilai
tukar rupiah ini pelarian modal secara besar-
besaran ke luar negeri tidak dapat dihindarkan,
sementara itu terjadi pemburuan dollar AS
secara besar-besaran karena utang-utang luar
negeri jangka pendek pemerintah dan swasta
yang jatuh tempo pada waktu hampir bersamaan
mencapai sekitar US$20 Miyar, sehingga
menambah terpuruknya nilai rupiah terhadap
dollar AS.

Akibat dari nilai tukar rupiah yang se-
makin lemah, sektor-sektor industri kehilangan
daya saingnya dalam lingkup nasional maupun
global karena harus membayar lebih mahal
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baham baku atau barang modal lain yang harus
diimpor. Sementara pemerintah terus member-
lakukan kebijaksanaan uang ketat untuk mence-
gah inflasi dan penurunan nilai rupiah, sektor-
sektor riil menjadi semakin terpuruk karena sulit
mendapatkan modal investasi sehubungan
dengan suku bunga yang tinggi pada saat
mereka harus mengadakan bahan baku impor.
Alhasil, sebagian besar industri yang tergantung
impor tidak mampu melanjutkan usahanya
sehingga telah menggiring mereka untuk
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
besar-besaran  yang  menambah  insiden
pengangguran.

Akibat dari krisis-krisis tersebut, pertum-
buhan ekonomi menjadi lamban sejak tahun
1997 karena sebagain besar industri tidak
mampu lagi untuk berproduksi.

Pertumbuhan ekonomi yang sudah
dicapai rata-rata di atas 7% sampai dengan
1996, menjadi 4,91% pada tahun 1997, dan pada
tahun 1998 diperkirakan mengalami kontraksi
hingga -13,72% Hampir semua lapangan usaha
mengalami penurunan kecuali sektor pertanian
yang tumbuh positif tetapi kecil (0,38%) dan
sektor utilitas sebesar 1,42%.

Terpuruknya kegiatan ekonomi di sektor-
sektor formal menyebabkan teradinya PHK
yang dapat menambah jumlah pengangguran.
Berdasarkan perkiraan ILO (1998) angka
pengangguran karena PHK di Indonesia di
sektor-sektor formal (wage sector) sangat buruk
mencapai 5,41 juta dari beberaa industri yang
terpaksa  harus  menghentikan  produksi.
Pengangguran ini masih ditambah lagi dengan
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pengangguran baru sebanyak 2,6 juta dan
pengangguran akut sebesar 6 juta sehingga
seluruhnya diperkirakan 13,8 juta atau 15,1%
dari jumlah angkatan kerja nasional. Namun,
pengurangan kesempatan kerja di sektor formal
dan perkotaan ini telah  menyebabkan
berkembangnya kegiatan ekonomi informal dan
pedesaan. Berdasarkan Susenas Februari 1997
dan Februari 1998, jumlah penduduk 15 tahun
ke atas yang bekerja secara nasional bahkan ber-
tambah dari 82,5 juta menjadi 87 juta orang.
Kesempatan kerja di luar sektor formal secara
nasional sebesar 5,5%, kesempatan kerja daerah
pedesaan meningkat sebesar 8,2%.

Namun bertambahnya kesempatan kerja
sektor pedesaan ini tidak berarti pendapatan
telah meningkat. Sebaliknya, seperti diperlihat-
kan oleh data Susenas, penduduk miskin yang
sudah menurun dari 54,2 juta (1976) menjadi
22,5 juta (1996) diperkirakan meningkat tajam
menjadi 79,4 juta pada tahun 1998. Data terse-
but menunjukkan bahwa kesempatan Kkerja
bertambah secara kuantitas tetapi tetap menurun
jika dilihat dari kualitas atau produktivitasnya.
Hal itu disebabkan adanya transformasi tenaga
kerja antar sektor yang sangat drastis, yaitu para
pekerja PHK yang pindah bekerja dari sektor-
sektor produktif-remuneratif (wage sectors) ke
sektor-sektor yang kurang produktif. Statistik
BPS menunjukkan bahwa  penurunan
kesempatan kerja terjadi pada sektor sekunder
seperti industri, listrik, dan Keuangan (-13% -
27,1% - 7,3%), dan sementara itu kesematan
kerja tersebut bertambah pada sektor-sektor
primer seperti pertanian dan pertambangan
(15,2% dan 9,1%). Hal itu menunjukan bahwa
sektor-sektor ketenagakerjaan yang berbasis
SDA khusunya sektor-sektor pedesaan, tampak
jauh  lebih  tahan, dan lebih mampu
membendung  terjadinya  dampak-dampak
eknomi, sosial dan kriminalitas yang lebih
bahkan labih buruk.

Krisis produktivitas yang berwujud distri-
busi pendapatan yang semakin tidak merata
serta bertambahnya penduduk miskin itu secara
langsung menyebabkan daya beli masyarakat
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terus menurun. Dari titik ini timbul berbagai
masalah sosial seperti kelaparan, kriminalitas,
kerusuhan,  penjarahan  dan  sebagainya.
Permasalahan sosial yang diperburuk oleh
permasalahan  politik  setelah  terjadinya
pergantian  pimpinan nasional ini telah
menjadikan krisis ekonomi ini menyebar ke
krisis-krisis lain termasuk menurunnya keper-
cayaan dunia internasional terhadap Indonesia
dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Krisis-krisis inilah yang secara kompleks telah
memberikan dampak buruk terhadap aspek-
aspek kehidupan sosial lainnya, seperti pen-
didikan dan pengembangan SDM baik dalam
dimensi kuantitas maupun kualitas.

Sebagai sektor pengeluaran keluarga,
pendidikan tidak luput dari pengaruh Kkrisis
ekonomi yang cukup mendasar. Untuk
kelompok masyarakat menengah dan atas,
pendidikan dianggap sebagai salah satu
kebutuhan  pokok. Bagi kelompok ini
pengeluaran  keluarga untuk  pendidikan
dianggap sebagai suatu kaharusan. Di lain
pihak, bagi masyarakat yang berpenghasilan
rendah --yang bahkan untuk memenubhi
kebutuhan primer-pun (pangan, sandang, papan)
belum mampu--pengeluaran pendidikan
bukanlah yang penting bagi mereka. Bagi
mereka belanja pendidikan bisa disubstitusikan
ke belanja kebutuhan primer. Dengan demikian,
krisis ekonomi yang menyebabkan daya beli
masyarakat yang semakin menurun itu lebih
mempengaruhi  kelompok masyarakat kelas
menengah ke bawah ketimbang ke kelompok
masyarakat lainnya.

Pengaruh krisis ekonomi terhadap pen-
didikan adalah menurunnya aspirasi masyarakat
terhadap pendidikan kerena menurunnya daya
beli. Krisis ekonomi juga bisa mempengaruhi
krisis mutu dan efisiensi pendidikan yang se-
makin buruk. Pendidikan yang kurang bermutu
dan efisien akan menyebabkan mutu SDM Kkita
menjadi kurang bermutu dan tidak produktif.
Daya saing mutu tenaga kerja Indonesia juga
rendah sehingga pembangunan pendidikan perlu
segera diorientasikan pada peningkatan mutu,
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efisiensi serta kesesuaiannya dengan arah pem-
bangunan ekonomi.

Pengaruh jangka pendek dari krisis
ekonomi terhadap pendidikan adalah semakin
besarnya angka putus sekolah dan tidak
melanjutkan sekolah. Putus sekolah di SD yang
sudah menurun hingga mencapai 2,6% (1997)
meningkat lagi menadi 4,35% (1998). Dampak
krisis terhadap putus sekolah di jenjang SLTP
ternyata lebih buruk karena perluasan SLTP
baru dalam tahap permulaan. Jumlah putus
sekolah di SLTP yang besar 3,25% (1996) dan
5,4% (1997) meningkat dengan tajam hingga
11,08% pada tahun 1998. Hal ini akan berakibat
pada semakin kecilnya jumlah penduduk usia
13-15 tahun yang bersekolah di SLTP. Angka
tidak melanjutkan yang berhasil diturunkan
sampai 22,5% (1996) dan 19,6% (1997)
bertambah secara drastis ke angka 23,6% pada
tahun 1998.

Akibat-akibat krisis tersebut masih ditam-
bah lagi dengan dampaknya terhadap mutu
pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
Upaya peningkatan prestasi belajar siswa dalam
mata-mata pelajaran sudah tentu mengalami
hambatan karena krisis ini sehingga dikha-
watirkan akan memperburuk keunggulan daya
saing SDM Indonesia di era global. Mutu pen-
didikan yang diinginkan adalah yang ditandai
dengan kemampuan lulusan untuk belajar dan
mengembangkan dirinya. Keadaan ini menuntut
pemikiran-pemikiran, penelitian, pengembangan
serta penerapan sistem baru yang lebih inovatif.

Masalah mendasar pengembangan kuali-
tas SDM adalah pengangguran tenaga terdidik
yang tetap besar dan dipuruk lagi oleh krisis
eko-nomi. Walaupun pengangguran tidak bisa
secara langsung dikaitkan sebagai pengaruh
pendidikan, namun setidaknya pengangguran ini
akan menjadi tantangan yang perlu diper-
hitungkan dalam pembaharuan pendidikan di
Indonesia.

Dilihat dari hakekatnya, sebagian dari
pengangguran sudah tentu tidak dapat terus
menganggur, mereka untuk sementara diserap
oleh sektor informal dan sektor pedesaan walau-
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pun produktivitasnya lebih rendah. Dampak
buruk dari munculnya pengangguran terdidik
dan terampil tidak semata-mata terhadap faktor
ekonomi tetapi bahkan lebih buruk lagi terhadap
pengembangan lebih lanjut keterampilan dan
profesionalisme tenaga kerja. Jika selama
bekerja di sektor formal mereka selalu mem-
perkaya dan meningkatkan keahlian, maka
setelah menganggur mereka bukan hanya men-
jadi idle tetapi bahkan kurang berkembang.
Dengan demikian, salah satu aspek penting dari
mutu SDM yang perlu diciptakan oleh sistem
pendidikan adalah kemampuan lulusan untuk
belajar sepanjang hayat untuk memperkaya
pengetahuan, keterampilan bahkan keahlian
manakala mereka menghadapi situasi apapun.

Angkatan kerja Indonesia masih secara
dominan bekerja pada lapangan usaha
berketerampilan rendah, padat karya, dan
berteknologi rendah. Fakus dari sektor-sektor
manufaktur terus menyempit yaitu lebih banyak
yang mengolah komoditas yang bersumber dari
bahan-bahan lokal pertanian dan mineral yang
di pasaran internasional sangat murah harganya.
Sektor-sektor tersebut jeleknya lagi masih ter-
gantung kepada barang-barang yang harus
diimpor seperti barang moodal bahkan sebagian
bahan bakunya, karena struktur industri Indone-
sia  masih sedemikian lemahnya. Sektor
pertanian yang menjadi tumpuan saat ini,
peranannya dalam ekonomi Indonesia masih
sangat kecil karena sebagian besar lapangan
usaha pertanian adalah tradisional yang rendah
produktivitasnya. Begitu juga sektor jasa yang
lebih banyak terdiri dari kegiatan-kegiatan
ekonomi informal.

Berdasarkan masalah di atas, pengem-
bangan keterampilan dan keahlian merupakan
salah satu prioritas penting yang harus
dilakukan secara sungguh-sungguh dan segera
agar dapat meningkatkan keterampilan tenaga
kerja dalam waktu yang singkat, paling tidak
menjelang tahun 2003. Sistem pendidikan
Indonesia  juga dituntut untuk  mampu
menciptakan  berbagai  pilihan  program
keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja
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yang sementara ini terpaksa menganggur.
Kebutuhan ini sangat mendesak dalam rangka
mengisi kebutuhan untuk pengembangan sektor-
sektor  pertanian,  industri  pengolahan,
perdagangan, dan jasa-jasa sehubungan dengan
kebijaksanaan perluasan investasi pada usaha-
usaha menengah dan kecil yang lebih
berorientasi pada sektor pertanian.

Untuk mengatasai rendahnya mutu pen-
didikan ini perlu dikembangkan pemikiran-
pemikiran inovatif, khususnya dalam pem-
bentukan program-program pendidikan yang
paling efisien dan mampu menjawab tantangan
yang berubah. Jika sistem pendidikan Kita
terlalu  kaku dan terstandar, pelayanan
pendidikan tidak akan peka terhadap kebutuhan
masyarakat yang cepat berubah. Untuk itu,
jenis-jenis kompetensi baru perlu dikembangkan
di sekolah-sekolah, khususnya pendidikan dasar
dan menengah. Lulusan tidak harus terampil
bekerja atau memi-liki keahlian khusus, tetapi
yang terpenting ada-lah menghasilkan lulusan
yang memiliki kemam-puan untuk belajar
(learning skills) secara man-diri dan sepanjang
hayat agar dapat memper-kaya kemampuan dan
keterampilan secara terus-menerus dalam
kehidupan mereka di masyarakat.

Agenda Penyelamatan dan Pemulihan

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang
memperoleh dampak krisis ekonomi yang
paling buruk perlu dibangun kembali. Akibat
langsung dari krisis ini adalah putus dan angka
melanjutkan sekolah (khususnya dari SD ke
SLTP) vyang dihawatirkan akan menjadi
penyebab tidak berhasilnya Wajar Dikdas 9
tahun. Untuk menghindari dampak buruk dari
krisis ini, maka pembangunan pendidikan harus
diorientasikan kembali (reengineered). Dalam
kerangka sosial safety net, pembangunan
kembali sistem pendidikan tetap didasarkan
pada: (1) rescue, (2) recovery, dan (3)
development.

Pertama, dalam satu atau dua tahun kede-
pan, upaya-upaya rescue perlu dilaksanakan
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segera agar pendidikan persekolahan khususnya
untuk mencegah dampak meluasnya putus seko-
lah dan lulusan SD tidak melanjutkan. Program
social safety net dilaksanakan  melalui
pemberian beasiswa bagi siswa-siswa yang
kurang mampu dan pemberian dana bantuan
operasional bagi sekolah yang tidak lagi dapat
mengadakan pungutan, perlu dilaksanakan
secara cermat dan efektif. Program itu perlu
didukung oleh data yang akurat agar bantuan
untuk siswa dan sekolah dapat diterima secara
efektif oleh yang benar-benar membutuhkan.

Intervensi ini diperlukan untuk mencegah
timbulnya gejolak dan keresahan akibat
penduduk usia sekolah tidak bisa mengikuti
pendidikan.

Kedua, langkah berikut adalah pemulihan
(recovery) yaitu pengetatan aturan yang didasari
oleh rinsip reward and punishment agar setiap
kebijaksanaan pemerintah benar-benar berjalan
sesuai dengan rencana. Kebijaksanaan yang
lebih  mengutamakan mutu dan efisiensi
pengelolaan pendidikan saat ini diperlukan
untuk mencegah pemborosan yang tidak
diinginkan. Perluasan pendidikan (khususnya
pengadaan prasarana dan sarana pendidikan)
yang mahal seyogyanya dibatasi bahkan
ditinggalkan,  khususnya yang berakibat
terhadap ketergantungan pada pinjaman luar
negeri. Kebijaksanaan perluasan pendidikan
seharusnya tidak dipisahkan dengan mutu dan
efisiensi pengelolaan, artinya adalah yang
diperluas secara merata adalah pendidikan yang
bermutu dan efisien.

Ketiga, pengembangan pendidikan lebih
lanjut (development). Pembangunan sektor
pendidikan yang menekankan pada
pertumbuhan aspek fisik seyogyanya ditinjau
ulang. Pembangunan pendidikan sebaiknya
mementingkan aspek yang paling penting, yaitu
mutu dan keunggulan. Ketidakberhasialan
dalam pembangunan pendidikan umumnya
disebabkan oleh rendahnya mobilisasi sumber-
sumber kekuatan sendiri atas dasar partisipasi
masyarakat yang semakin meluas. Daya saing
SDM Indonesia dalam percaturan global
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semakin terpuruk sehingga proses pembangunan
menjadi semakin tergantung kepada tenaga ahli
dan tenaga profesional asing. Untuk itu aliran
sejumlah besar devisa negara ke luar negeri
berlangsung secara tidak terkendali sehingga
memperburuk defisit neraca transaksi berjalan.
Sebaliknya, pembangunan di sektor pendidikan
harus lebih mengandalkan kemandirian. Namun
dalam tahap ketiga ini pembangunan pendidikan

harus menggunakan pendekatan dan cara
berfikir berbeda.
Beberapa Agenda Penelitian dan
Pengembangan

Berdasarkan pada tahap ketiga dalam
Program Jaringan Pengaman Sosial tersebut,
berikut dikemukakan paling tidak delapan
agenda penting yang harus menjadi pusat per-
hatian dalam pembangunan pendidikan di era
reformasi.

Pertama, Pendidikan untuk Semua

Pendidikan untuk semua perlu diperluas
wawasannya. Komponen pendidikan ini harus
menjadi  landasan  yang  kokoh  untuk
mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu
dan efisien dalam rangka mewujudkan
pembentukan SDM. Komponen pendidikan
untuk semua bisa dibedakan ke dalam tiga
kategori, yaitu : (1) satuan pendidikan dasar (SD
dan SLTP); (2) bidang-bidang studi yang harus
diperoleh semua peserta didik pada semua jalur,
jenis dan jenjang, seperti: pendidikan pra-
sekolah, pendidikan luar biasa (handicap),
pendidikan keaksaraan (Paket A, Paket B),
pendidikan keluarga, dsb.

Pada tahun 2005/06, sebagian besar pen-
duduk usia 7-15 tahun diharapkan memiliki
kesempatan paling tidak sampai dengan SLTP.
Program-program Wajar Dikdas 9 tahun harus
dilanjutkan dengan penekanan pada efisiensi
pendayagunaan berbagai sumber pendidikan,
seperti bangunan, tenaga pengajar, dan alat-alat
pelajaran lainnya. Potensi partisiasi perguruan
swasta perlu dikerahkan melalui pembinaan
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yang lebih tersistem terhadap SLTP swasta.
Oleh karena angka melanjutkan SLTP ke SM
sudah cukup tinggi (di atas 80,79%), pada
waktu-waktu selanjutnya perluasan SM tidak
perlu menjadi program yang terlalu membebani
pemerintah. Pendidikan menengah cenderung
menjadi pendidikan semesta (universal educa-
tion); kesempatan belajar sekolah menengah
harus tersedia dengan mudah bagi kelompok
usia 15-18 tahun. Berdasarkan konsep
pendidikan semesta ini, sama halnya dengan
lulusan SLTP, lulusan SMU tidak disiapkan
secara khusus untuk dapat secara langsung
bekerja.

Mutu pendidikan di SD masih tetap meru-
pakan sasaran prioritas yang tidak bisa terganti-
kan. Strategi peningkatan mutu pendidikan di
SD dilakukan melalui tiga pendekatan sekaligus,
yaitu.

Pendekatan Substansi Pendidikan; mutu
pendidikan ditentukan oleh hakekat perubahan
tingkah laku yang perlu dicapai dari para peserta
didik. Pembelajaran selama ini yang mengarah
pada penguasaan hafalan konsep dan teori yang
bersifat abstrak ternyata kurang menarik minat
murid untuk belajar. Yang dipelajari di kelas
seolah-olah terpisah (disjointed incrementalism)
dengan permasalahan vyang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kegiatan
belajar (learner centered) didominasi oleh
kegiatan mengajar (teacher centered) yang
sangat kaku dan membosankan.

Isi kurikulum intinya terdiri dari dua kate-
gori besar, yaitu: pertama, isi kurikulum yang
berkaitan dengan basic learning skills seperti
belajar membaca (menyerap informasi melalui
bahan bacaan secara cepat), berhitung angka
(berlatih logika angka), menulis (merupakan
gagasan melalui tulisan), mendengar dan menyi-
mak (menyerap informasi melalui pengamatan
dan pendengaran), serta mengenal permasalahan
lingkungan agar dapat berlatih untuk meme-
cahkannya. Kedua, isi kurikulum yang berkaitan
dengan substansi belajar (basic learning
contents) yang perlu disampaikan melalui kuliah
tetapi perolehan pengetahuan melalui isi bacaan
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buku-buku pelajaran, manual, pengumuman,
berita, serta pengamatan masalah sosial di
lapangan.

Pendekatan Teknis (Technical
Approach); mutu pendidikan dapat ditingkatkan
melalui pendekatan belajar tuntas (mastery
learning). Pendekatan ini mensyaratkan para
peserta didik untuk belajar setiap tahapan
hingga mencapai tahap penguasaan yang tinggi.
Sebelum menguasai suatu tahap belajar tertentu,
mereka tidak boleh mengikuti kegiatan belajar
pada tahap berikutnya. Untuk menentukan
dengan cermat tingkat penguasaan suatu tahap
belajar, perlu diterapkan sistem ujian sekolah
yang obyektif dan terpercaya. Kontrol mutu
pendidikan harus dilakukan secara teratur oleh
suatu lembaga pengujian independent yang
terpercaya dan terlembaga serta memiliki
kewenangan untuk menentukn ukuran-ukuran
mutu pendidikan serta melakukan analisis per-
bandingan mutu antarwaktu, antardaerah bahkan
antarnegara. Berdasarkan hasil-hasil analisis
mutu memberikan rekomendasi untuk penyem-
purnaan pada masa yang akan datang.

Pendekatan Pengelolaan (Managerial
Approach); mutu pendidikan ditingkatkan
melalui penguatan kemampuan setiap satuan
lembaga pendidikan untuk menerapkan strategi-
nya sendiri-sendiri. Melalui manajemen berbasis
sekolah (school base management), pimpinan
sekolah diberi tanggungawab sepenuhnya untuk
meneliti, mengkaji, dan memahami
permasalahan mengenai alokasi dan
pendayagunaan secara optimal sumber-sumber
daya pendidikan (seperti guru, sarana, prasarana
dan lingkungan) yang dapat menghambat
prestasi belajar. Setelah memahami
permasalahannya, kepala sekolah diberikan
keleluasaan untuk memutuskan apa yang terbaik
untuk meningkatkan efisiensi pendidikan dan
meningkatkan prestasi belajar. Guru juga
diberikan keleluasaan untuk meneliti, mengkaji
dan memahami kesulitan-kesulitan belajar siswa
sehingga dapat memutuskan strategi
pembelajaran siswa yang paling tepat dan dikua-
sai oleh guru, termasuk membantu peserta didik
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yang berkesulitan belajar. Keberhasilan kepala
sekolah dan guru dalam mencapai mutu yang
tinggi harus diukur dengan sistem ujian negara
atau daerah yang independent tadi. Berdasarkan
tingkatan mutu yang dicapai ini diterapkan
sistem ganjaran (reward) dan  hukum
(punishment) yang obyektif dan konsisten ter-
hadap kepala sekolah dan guru.

Kedua, Pendidikan Persiapan Kerja

Berdasarkan kajian dan analisis yang di-
lakukan sampai saat ini, terdapat beberapa
kelemahan yang dimiliki oleh pendidikan keju-
ruan melalui SMK. Di antara kelemahan yang
secara instrinsik oleh sekolah-sekolah kejuruan
antara lain adalah sebagai berikut.

e SMK menyuguhkan program kejuruan yang
menghasilkan tenaga tingkat trampil dan
mahir yang sebenarnya dapat dibentuk
melalui  kursus-kursus keterampilan yang
lebih singkat dan murah.

e Dengan pendidikan yang lama dan tidak
luwes terhadap perubahan, SMK belum
mampu menghasilkan tenaga tingkat ahli
dan profesional yang sangat dibutuhkan
oleh lapangan kerja industri dan dunia
usaha.

e Kurikulum SMK sebagai pendidikan
sekolah tidak mudah dirubah sehingga
paradoks dengan kebutuhan lapangan kerja
akan tena-ga terampil dan ahli yang brubah
setiap saat.

e SMK tidak mampu meningkatkan daya
serap lapangan kerja terhadap lulusannya,
hal ini terbukti dengan proporsi lulusannya
yang tertinggi dalam kelompok pencari
kerja menurut pendidikan

e Dengan biaya yang relatif lebih mabhal,
pendidikan di SMK tidak efisien karena
menghasilkan tingkat balikan yang lebih
rendah dibandingkan dengan pendidikan di
SMU.

e Masukkan murid SMK yang umumnya
dikategorikan sebagai lulusan SLTP kelas
dua dengan kualitas yang kurang mampu
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bersaing, akan lebih bisa berkembang jika
dididik di SMU karena mata pelajaran
Mate-matika dan IPA yang relatif lebih
tinggi.

Tantangan yang mendesak adalah
mengembangkan sistem pendidikan kejuruan
yang memadukan antara sistem pendidikan di
sekolah dengan luar sistem persekolahan yang
lentur terhadap perubahan permintaan lapangan
kerja. Hal ini dapat diwujudkan melalui
pengembangan kursus-kursus keterampilan dan
pelatinan kerja industri yang dikelola oleh
lembaga profesional dengan menerapkan
standardisasi mutu keterampilan dan keahlian
dengan sistem sertifikasi yang ditetapkan oleh
organisasi profesi atau para penerima kerja.

Untuk itu agenda-agenda pendidikan per-
siapan kerja yang dapat menyiapkan pekerja
pada berbagai tingkatan berikut ini perlu dikaji
dan diteliti secara mendalam.

e Pekerja tingkatan mahir dan terampil diper-
siapkan melalui SLTP ditambah dengan
progran-program  pendidikan  lanjutan
seperti kursus-kursus keterampilan;
pendidikan menengah kejuruan, pelatihan
kerja industri; atau belajar sendiri sampai
memperoleh sertifikat keterampilan.

e Pekerja tingkatan semi profesional diper-
siapkan melalui pendidikan menengah
umum ditambah dengan Kkursus-kursus
keahlian, pelatihan kerja industri, atau
pendidikan tinggi profesional program
diploma dalam suatu bidang profesi
tertentu. Pekerja semi profesional ini,
terlepas dari pendidikan yang ditempuh,
harus memiliki sertifikat semi ahli dari
lembaga asosiasi profesi yang berwenang
untuk itu.

e Pekerja tingkatan semi profesional diper-
siapkan oleh pendidikan tinggi profesional,
pendidikan magister profesional, dan pen-
didikan doktor profesional. Pendidikan pro-
fesional ini tidak menyiapkan pekerja ahli
dalam bidang keilmuan tetapi praktisi yang
melaksanakan pekerjaan secara profesional
termasuk  melakukan  penelitian  dan
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pengembangan  yang untuk

mendukung pekerjaannya.

berguna

Ketiga, Pendidikan Tinggi Keilmuan

Pembangunan pendidikan tinggi di masa
depan perlu diarahkan pada perwujudan
otonomi. Perlu penataan manajemen pendidikan
tinggi yang lebih kondusif bagi peningkatan

mutu dan keunggulan pendidikan secara
berkelanjutan.  Hal ini  penting  untuk
menciptakan iklim persaingan mutu

antarperguruan tinggi yang semakin sehat, baik
dalam lingkup nasional, regional maupun
global. Tantangan otonomi perguruan tinggi
dapat diwujudkan melalui penerapan konsep
industri pendidikan (education as industry)
dengan menjadikan sebagian pendidikan tinggi
yang dikelola secara otonom sebagai suatu
industri  yang  bertujuan  memaksimalkan
pelayanan mutu kepada masyarakat pemakai
jasa pendidikan. Universitas perlu diberi kele-
luasaan lebih besar untuk mengembangkan
kemampuan sendiri serta mengembangkan dan
melaksanakan program mereka yang efisien.
Universitas  sebagai lembaga profesional
penghasil SDM yang bermutu tidak sepenuhnya
bertanggungjawab  kepada  atasan  atau
pemerintah tetai kepada pihak-pihak lain yang
memberikan  kontribusi. Pemerintah  lebih
berperan sebagai pemberi bantuan dan fasilitas
kemudahan daripada sebagai atasan

(superordinate).

Kemamuan universitas dalam penyusunan
anggaran perlu ditingkatkan melalui pendekatan
sebagai berikut :

e penataan dan pendekatan efisiensi pengelo-
laan pendapatan universitas--seperti uang
kuliah, sumbangan masyarakat, penelitian
dan sebagainya-- sehingga dapat memberi-
kan pelayanan pendidikan semakin baik.
Universitas  perlu  menjalin  hubungan
dengan industri atau lembaga lain yang
antara lain bertujuan untuk penelitian dan
pengembangan, magang dan pelatihan kerja.

e penerapan sistem subsid pemerintah dengan
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menggunakan pendekatan berdasarkan out-
put. Subsidi ini diberikan berdasarkan tinggi
atau rendahnya mutu pelayanan pendidikan
yang dipertanggungawabkan kepada pe-
merintah.

Untuk itu, hasil-hasil akreditasi yang di-
laksanakan oleh lembaga yang netral (Badan
Akreditasi Nasional) digunakan untuk menentu-
kan kualitas suatu perguruan tinggi. Namun
demikian, penentuan kualitas suatu perguruan
tinggi tetap didasarkan pada tinggi rendahnya
kualitas pelayanan pendidikan yang mereka
berikan dan dapat dirasakan oleh pemakai.

Penelitan  dan  pengembangan  di
perguruan tinggi, baik ilmu-ilmu dasar maupun
terapan, perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan
tuntutan dunia industri. Program-program
Dirjen Dikti untuk meningkatkan kemampuan
universitas  dalam  hal  penelitian  dan
pengembangan perlu ditingkatkan di masa
datang, terutama dengan menambah anggaran
untuk penelitian untuk memacu peningkatan
hubungan kemitraan dengan dunia industri atau
lembaga lain yang terkait.

Keempat, Pendidikan Guru dan Tenaga
Kependidikan

Menyongsong pertambahan kebutuhan
jumlah guru yang bermutu dan profesional, pen-
dalaman struktur lembaga pendidikan tenaga
kependidikan (LPTK) perlu dilakukan. Sistem
Pendidikan Guru perlu dikembangkan secara
terpadu, yaitu yang memiliki kemampuan yang
menyeluruh, sejak menyiapkan tenaga guru baru
yang bermutu (pre-service training), mengem-
bangkan tenaga guru yang sudah bekerja (in-
service training), melakukan penilaian untuk
promosi, hingga melaksanakan perencanaan
tenaga guru.

Salah satu pemikiran yang mungkin bisa
ditelaah ialah penataan struktur program LPTK
yang tidak terlalu kaku dan terkotak. Perlu
dibedakan istilah jurusan dan rogram studi.
Jurusan ialah spesialisasi di dalam struktur
LPTK sesuai dengan struktur dasar keilmuan
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yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pendidikan
dan keguruan. Di dalam jurusan tersebut
terkumpul tenaga-tenaga ahli yang berkaitan
dengan bidang keilmuan serta ilmu-ilmu lain
yang berkaitan. Apabila misalnya di IKIP
terdapat 25 jurusan maka akan terdapat 25
satuan kelompok ahli yang berkaitan dengan
jurusan. Di lain pihak, program studi ialah suatu
program pendidikan yang merupakan ramuan
dari berbagai bidang keahlian yang ada pada
jurusan-jurusan, yang membentuk  suatu
keahlian atau keterampilan keguruan tertentu.

Jika jurusan-jurusan merupakan program-
-program yang sudah terstruktur secara solid
yang tidak mudah dirubah dan disesuaikan,
maka program studi dapat berubah-ubah setiap
waktu secara dinamis. Suatu program studi
keguruan tertentu bisa berkembang pada saat-
saat dibutuhkan, dan mungkin bisa diperkecil
atau ditutup sama sekali jika memang tidak
dibutuhkan lagi oleh sekolah. Melalui pemben-
tukkan program--program studi, dimungkinkan
agar suatu fakultas tidak terkotak-kotak, akan
tetapi dipadukan dalam rangka melaksanakan
beberapa roogram studi tertentu, dan akan
berubah lagi pada saat-saat lain manakala pro-
gram-program studi tersebut tidak dibutuhkan
lagi oleh sekolah-sekolah.

Kelima, Kurikulum dan Proses Pendidikan

Kurikulum sekolah dewasa ini cenderung
menjadi kambing hitam yang dituduh seolah-
olah sebagai satu-satunya faktor yang
mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan.
Berbagai program peningkatan mutu pendidikan
telah dilakukan melalui pembakuan kurikulum
sekolah tahun 1975-1976, perubahan kurikulum
1984 dan perubahan kurikulum 1994. Namun
sampai saat ini masih terdapat beberapa masalah
yang masih menghambat upaya peningkatan
mutu, yang sebenarnya bukan disebabkan ooleh
masalah kurikulum sekolah yang tertulis,
sebagai berikut:

e Proses pembelajaran yang masih terlalu ber-
orientasi terhadap penguasaan teori dan ha-
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palan dalam semua bidang studi menyebab-
kan pengembangan kemampuan belajar dan
penalaran bagi para siswa sebagai inti dari
keberhasilan pendidikan menjadi terhambat.

e Kurikulum sekolah yang terlalu terstruktur
dan sarat beban mengakibatkan proses pem-
belajaran di sekolah menjadi steril dengan
keadaan dan perubahan lingkungan fisik dan
sosial dalam masyarakat. Keadaan ini
menjadikan proses belajar menjadi rutin,
tidak menarik dan tidak mampu menumpuk
kreatifitas, baik untuk murid, guru, maupun
pengelola pendidikan di sekolah-sekolah
untuk mengembangkan pendekatan pembe-
lajaran yang inovatif.

e Proses pendidikan dan pembelajaran yang
belum dikendalikan oleh suatu sistem peni-
laian yang terpercaya telah menyebabkan
mutu pendidikan belum termonitor secara
teratur dan obyektif. Sulitnya melakukan
perbandingan mutu  pendidikan antar
wilayah daerah, antarwaktu, antarnegara
dan seba-gainya menyebabkan hasil-hasil
evaluasi pendidikan tidak bisa berfungsi
sebagai sara-na umpan balik bagi
penyempurnaan pen-didikan.

Berkaitan dengan kecenderungan dalam
desentralisasi pengelolaan dasar dan menengah,
kurikulum sekolah tidak perlu dibakukan selu-
ruhnya secara terpusat. Bagian yang perlu
dibakukan adalah hal-hal yang berkaitan
dengan:

e konten atau substansi program pendidikan
yang berada di bawah tanggungawab pe-
merintah, seperti PKN (civics), pendidikan
agama, dan pendidikan Bahasa Indonesia.

e pengendalian mutu pendidikan terutama
yang menyangkut kompetensi minimum
(minimum learning competency) yang perlu
ditetapkan oleh pemerintah tetapi disusun
oleh para ahli yang kompeten dalam ilmu
pengetahuan, psikologi perkembangan dan
ahli pendidikan.

e Kandungan minimal konten setiap bidang
studi yang ada dalam kurikulum sekolah
yang juga bisa dituangkan ke dalam isi buku
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pelajaran.

Selebihnya dalam kurikulum sekolah
dikembangkan secara terdesentralisir yang
sudah tentu harus didukung oleh SDM yang
bermutu.  Pendekatan pembelajaran  yang
dilakukan oleh guru diserahkan sepenuhnya
kepada guru dan pengelola satuan pendidikan.

Keenam, Pembiayaan Pendidikan

Sebagai suatu investasi produktif, pem-
bangunan pendidikan harus memperhitungkan
dua konsep dasar, yaitu biaya (cost) dan manfaat
(benefit) pendidikan. Biaya pendidikan itu
sendiri berkaitan dengan tiga agenda kebijak-
sanaan yang penting, yaitu (1) besarnya angga-
ran pendidikan yang dialokasikan (revenue); (2)
aspek keadilan dalam alokasi anggaran; dan (3)
aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran.

Besarnya anggaran pendidikan. Penge-
luaran biaya pendidikan untuk seluruh sistem
pendidikan, baik negeri maupun swasta, ter-
masuk pula pendidikan luar sekolah yang ber-
sumber dari pemerintah, swasta, dan keluarga
pada tahun 1995/96, diperkirakan Rp.18,332
milyar, atau jika diproporsikan menurut be-
sarnya PDB pada tahun yang sama adalah
sekitar 4,2% (Hickling, 1997). Pengeluaran
pembiayaan pendidikan persekolahan
bersumber dari pemerintah, keluarga dan
sumber-sumber non pemerintah lai-nnya yang
berjumlah sekitar Rp.14,739 milyar yaitu sekitar
80% dari seluruh pembiayaan pendidikan.
Sisanya, sekitar Rp.3,593 milyar adalah
anggaran pendidikan yang bersumber dari
pengeluaran rumah tangga vyang tidak
dibelanjakan melalui sekolah, tetai dibelanjakan
oleh murid atau keluarga, seperti uang jajan,
transport, membeli buku dan sebagainya.
Anggaran pemerintah itu sendiri untuk
pendidikan selur-uhnya berjumlah Rp.11.880
milyar, yang mencakup sekitar 13,6% dari
APBN, proporsinya terhada PDB adalah sekitar
2,7%.

Efisiensi Pendayagunaan Anggaran Pen-
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didikan. Walauppun biaya pendidikan bukan
satu-satunya faktor yang menentukan berhasil-
nya pengembangan kualitas SDM, besarnya
anggaran pendidikan pasti bermanfaat untuk
mempercepat upaya peningkatan mutu pen-
didikan jika didayagunakan secara efisien. Kon-
sep efisiensi dikategorikan ke dalam dua jenis,
yaitu efisiensi teknis dan alokatif. Agenda pem-
biayaan pendidikan ini berkaitan erat dengan
dua konsep efisiensi teknis yaitu (1) efisiensi
internal, penggunaan dana yang efektif atas
dasar komposisi item-item pengeluaran yang
paling tepat (misalnya ketenagaan, sarana-
prasarana, biaya operasional, pengelolaan, dsb)
untuk mencapai produktivitas yang paling
tinggi; dan (2) efisiensi eksternal, yaitu
penggunaan anggaran menurut komposisi jenis
atau jenjang pendidikan (dasar, menengah,
tinggi, pendidikan umum vs kejuruan,
pendidikan akademis vs profesional, dsb) yang
paling memberikan dampak positif terhadap
kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Pemerataan dan Keadilan dalam Angga-
ran Pendidikan; landasan dari aspek pemerataan
dan keadilan anggaran pendidikan adalah
konsep efisiensi alokatif. Berdasarkan study
Hickling (Clark, 1998), kontribusi orang tua
peserta didik (private expenditure) mencapai
rata-rata 45% dan dari pemerintah (public
expenditure) adalah 55% terhadap pembiayaan
setiap satuan pendidikan. Kemampuan rata-rata
orang tua peserta didik dalam pembiayaan
pendidikan bervariasi antarsegmen masyarakat
sehingga sekolah-sekolah pada segmen tertentu
memperoleh dukungan dana dari orang tua
peserta didik yang besar sekali, sebagian sangat
kecil, dan mungkin sebagian besar tidak
memperoleh dukungan sama sekali. Keadaan ini
mencerminkan ketidakadilan (inequety) dalam
perolehan mutu pendidikan anatarsegmen
masyarakat. Untuk itu, subsidi pemerintah untuk
pembiayaan pendidikan pada setiap satuan
pendidikan perlu divariasikan relatif terhadap
besarnya kontribusi orang tua peserta didik.
Semakin besar andil orang tua murid untuk
membiayai pendidikan semakin kecil subsidi
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yang diberikan oleh pemerintah.

Perlu dilakukan penelitian dan analisis
yang mendalam terhadap beberapa agenda
kebijaksanaan mengenai pembiayaan
pendidikan sebagai landasan untuk mengatur
kembali sistem pembiayaan pendidikan yang
efektif. Berbagai penelitian dan kajian perlu
dilakukan terhadap:

(1) analisis investasi ada setiap jenis dan
jenjang pendidikan untuk menemukan sub
sektor pendidikan mana yang paling
memberikan rate of return yang tinggi
terhadap investasi SDM untuk menetapkan
alokasi anggaran terhadap setiap jenjang
atau jenis pendidikan.

(2) analisis kemampuan daerah dan satuan
lembaga pendidikan dalam membiayai pen-
didikan agar diperoleh suatu peta keuangan
daerah secara cermat untuk menentukan be-
sarnya subsidi pemerintah bagi setiap
daerah atau satuan lembaga pendidikan.

(3) perlu dilakukan feasibility study mengenai
penerapan sistem pajak daerah yang di-
mungkinkan untuk pembiayaan pendidikan
untuk mewujudkan sistem pengelolaan ang-
garan yang efektif dan terkontrol,

(4) perlu dilakukan pilot study dalam penerapan
desentralisasi pengelolaan pendidikan, baik
dari sisi pengeluaran, dari sisi pendapatan,
maupun akuntabilitas.

Ketujuh, Pendidikan Masyarakat

Pendidikan luar sekolah ada dasarnya
dikembangkan dalam era pasca tiga buta (buta
huruf, buta angka, dan buta pengetahuan dasar)
yang berbentuk program pendidikan yang lentur
dan selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan
pasar akan enis keterampilan tertentu. Pembi-
naan terhadap Kkursus-kursus keterampilan
dilakukan secara profesional dengan melibatkan
lembaga-lembaga profesional dalam penilaian
dan akreditasi. Kursus-kursus PLS diharapkan
memiliki status profesional yang mampu
menghasilkan tamatan yang selalu dibutuhkan
oleh dunia kerja atau mereka yang memiliki

Mimbar Pendidikan



No. 4/XV11/1998

kemampuan berusaha secara mandiri. Dengan
demikian, dalam pembinaan PLS profesional ini
perlu dilakukan melalui industri dan dunia usaha
serta perhimpunan profesi untuk sertifikasinya.
Hakekat PLS adalah pengembangan program-
program  berdasarkan analisis  kebutuhan,
penyelenggara bisa dilakukan oleh Kkursus-
kursus yang ada, industri dan dunia usaha, atau
SMK, sedangkan pemberi akreditasi atau
sertifikasi adalah himpunan profesi yang sesuai.

Kedelapan, Desentralisasi Pengelolaan Pen-
didikan

Sentralisasi  pengelolaan  pendidikan
berakibat terhadap teradinya pembakuan yang
tidak perlu. Pembakuan sumberdaya pendidikan
(kurikulum, alat, buku, dan prosedur) telah
terbukti kurang mampu mendorong kreativitas
dan inovasi para pelaksana di sekolah dan
pengelola pendidikan di daerah. Strategi yang
lebih tepat ialah penerapan otonomi yang lebi
besar dengan mengatur kembali perenan pe-
merintah pusat, koordinator wilayah, pemerintah
daerah, dan sekolah. Otonomi adalah pemberian
wewenang yang lebih besar kepada pemerintah
daerah dan sekolah.

Salah satu kebijaksanaan penting pe-
merintah pusat adalah menetapkan dan mengen-
dalikan mutu pendidikan secara nasional. Fungsi
ini antara lain diwujudkan melalui penerapan
standar minimal penyelenggaraan pendidikan di
sekolah serta hasil-hasilnya. Standar minimal ini
menyangkut sarana prasarana pendidikan, kom-
petensi SDM pendidikan, serta kemampuan
minimal siswa, pejabat daerah dan kepala seko-
lah diberikan keleluasaan mengelola pengadaan
alokasi, pemeliharaan serta pendayagunaan
secara efisien sarana-prasarana pendidikan.
Sementara itu, sekolah diberi keleluasaan
mengelola sumberdaya yang bervariasi antar
daerah untuk menciptakan suasana belajar yang
kondusif bagi siswa.

Untuk otonomi ini, para pengelola daerah
perlu ditingkatkan kemampuannya untuk
mengumpulkan, menganalisis, serta men-
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dayagunakan data dan informasi pendidikan di
daerah agar mereka mampu memahami dan
memikirkan pemecahan masalah yang dihadapi
di daerahnya masing-masing. Selanjutnya,
berdasarkan data dan informasi kedaerahan,
pembinaan para pengelola daerah dan sekolah

perlu dilakukan terutama yang berkaitan
dengan: penyusunan program pendidikan,
pengkajian permasalahan pendidikan;
pengembangan kurikulum kedaerahan;

pengadaan dan penyebarluasan buku dan alat
pelajaran;  pengaturan pelaksanaan  ujian
sekolah; pengelolaan anggaran pendidikan; serta
monitoring terhadap sarana-prasarana
pendukung.

Dari sisi anggaran, desentralisasi penge-
lolaan pendidikan dapat ditempuh malalui dua

pendekatan, vyaitu pendekatan pengeluaran
(expenditure) dan pendekatan pendapatan
(revenue). Kedua pendektan tersebut perlu

dikaji secara cermat untuk penerapannya di
Indonesia. Dari sisi pengeluaran, desentralisasi
dilakukan hanya dalam pengelolaan pengeluaran
yang anggarannya bersumber dari pemerintah.
Melalui pendekatan ini, subsidi pemerintah
diberikan ke daerah atau setiap satuan lembaga
pendidikan dalam bentuk paket (block grant)
dan pengelolaan pengeluaran sepenuhnya
diserahkan  kepada daerah atau satuan
pendidikan. Dari sisi pendapatan, desentralisai
dilakukan baik dalam perolehan pendapatan
maupun dalam mengatur pengeluaran. Melalui
pendekatan ini, satuan wiliyah atau lembaga
pendidikan diserahi tanggungjawab  untuk
mengelola sumber-sumber anggaran sendiri
serta pengeluarannya secara otonom. Peranan
subsidi pemerintah sebagai  penyeimbang
diberikan kepada setiap wilayah atau satuan
pendidikan  bervariasi menurut  besarnya
anggaran dari sumber daerah masing-masing.
Jika paket anggaran ini sudah diserahkan
kepada setiap satuan lembaga pendidikan maka
pembinaan perlu dilakukan dalam rangka
mewujudkan manajemen berbasis sekolah
(school base management). Melalui manajemen
berbasis sekolah ini, pimpinan sekolah diberi
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tanggungjawab sepenuhnya untuk meneliti,
mengkaji, dan memehami  permasalahan
mengenai alokasi dan pendayagunaan secara
optimal sumber-sumberdaya pendidikan (seperti
guru, sarana, prasarana dan lingkungan) yang
dapat menghambat atau memacu prestasi belaar
peserta didik. Semakin mereka mamahami per-
masalahan mengenai pendidikan di setiap seko-
lah, kepala sekolah semakin memiliki kebebasan
untuk memutuskan sendiri sebagai pimpinan
dalam rangka meningkatkan efisiensi penge-
lolaan dan prestasi belajar. Sebagai pelaksana
terdepan sistem pendidikan, tenaga pengajar
juga akan semakin memiliki kebebasan jika
sejalan dengan semakin memahami kesulitan-
kesulitan belajar peserta didik. Mereka memiliki
wewenang untuk memutuskan strategi atau
pendekatan belajar untuk siswa yang paling
efisien dan dikuasai oleh guru-guru, termasuk
bantuan belajar bagi peserta didik yang
menghadapi kesulitan belajar.
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